SALINAN

BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 45 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH

Menimbang :

Mengingat

—

DAN PERMUKIMAN KUMUH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

bahwa untuk menyelenggarakan peningkatan kualitas
lingkungan permukiman bagi kawasan permukiman kumuh
yang diselenggarakan sebagai aksi sinergitas antar pemangku
kepentingan dan pendampingan Pemerintah Daerah secara
berkelanjutan, perlu disusun Rencana Pencegahan dan
Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Kabupaten
Lumajang;

bahwa berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dalam
upaya peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan
permukiman kumuh, pemerintah daerah menetapkan
kebijakan, strategi, serta pola-pola penanganan yang
manusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan ekonomis;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Rencana
Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh dengan Peraturan Bupati;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat
dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2730);



10.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4247);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5188);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002
tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6628);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6633);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);



Menetapkan :

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 14/PRT/M /2018 tentang Pencegahan dan
Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 785);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENCEGAHAN DAN
PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.

Bupati adalah Bupati Lumajang.

Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan

Kumuh dan Permukiman Kumuh yang selanjutnya disingkat

RP2KPKPK adalah dokumen rencana aksi penanganan dan

pencegahan permukiman kumuh perkotaan yang disusun oleh

Kelompok Kerja Kabupaten untuk mewujudkan permukiman

yang bebas kumuh.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya
disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah
Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.

6. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Kabupaten Lumajang.

7. Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan
pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman.

8. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai
tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga,
cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi
pemiliknya.

9. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari
permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang
dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum
sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

10. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang
terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai
prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang
kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan
perdesaan.

11. Lingkungan Hunian adalah bagian dari kawasan permukiman
yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.
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12. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di
luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan
maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat
tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang
mendukung perikehidupan dan penghidupan.

13. Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami
penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

14. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak
huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan
bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan
prasarana yang tidak memenuhi syarat.

15. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk
menghindari tumbuh dan berkembangannya perumahan
kumuh dan permukiman kumuh baru.

16. Peningkatan Kualitas adalah upaya untuk meningkatkan
kualitas bangunan serta prasarana, sarana, dan utilitas
umum.

17. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian
yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat
tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.

18. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang
berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan
pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.

19. Strategi adalah langkah-langkah mendasar/jitu berisikan
program-program indikatif untuk mencapai tujuan dan
sasaran pembangunan.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

Kedudukan RP2KPKPK dalam perencanaan pembangunan
merupakan bagian dari perencanaan lingkungan hunian perkotaan
yang disusun dalam rangka ~mempercepat penanganan
permukiman kumuh perkotaan melalui rencana aksi, konsep,
strategi, rencana pencegahan dan peningkatan kualitas
permukiman serta menjadi acuan bagi sektor terkait.

Pasal 3

RP2KPKPK berfungsi sebagai :

a. instrumen pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman
kumuh yang jelas dan komprehensif serta mempertimbangkan
semua aspek pembangunan fisik, sosial, ekonomi, investasi,
pembiayaan, kelembagaan, dan partisipasi publik;

b. dokumen rencana aksi penanganan dan pencegahan
permukiman kumuh perkotaan jangka menengah yang
disusun oleh Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan
Permukiman yang berisi rumusan konsep, strategi, kebutuhan,
program dan rencana investasi untuk mewujudkan
permukiman yang bebas kumuh;



c. dokumen perencanaan yang bersinergi dengan rencana tata
ruang dan rencana pembangunan daerah yang lingkup
penanganannya bersifat menyeluruh dan terpadu; dan

d. sebagai acuan dalam pelaksanaan penanganan perumahan
dan permukiman kumuh dengan mengintegrasikan skala
lingkungan sampai dengan skala kawasan dan kota.

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 4

RP2KPKPK disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
BABII KAJIAN KEBIJAKAN
1. Isu Strategi Permukiman
2. Kajian Kebijakan Permukiman
3. Kajian Kebijakan Penanganan Kawasan Permukiman
Kumuh
BAB III PROFIL PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN
KUMUH
1. Sebaran Permukiman Kumuh, Peta Deliniasi
Kawasan Kumuh, Lokasi Beserta Luasannya Hasil
Verifikasi
2. Profil Kawasan Permukiman Kumuh Kota Hasil
Verifikasi dan Gambaran Kelembagaan Lokal
3. Pola Kontribusi Program Penanganan Permukiman
Kumuh Perkotaan Sesuai Cakupan Skala
Kabupaten/Kota dan Skala Lingkungan
BAB IV PERMASALAHAN PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH
1. Isu dan Permasalahan Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh
2. Kriteria dan Indikator Penilaian Penentuan Klasifikasi
dan Skala Prioritas Penanganan
3. Perumusan Kebutuhan Penanganan Berdasarkan Isu
dan Permasalahan Permukiman Kumuh
BABV KONSEP PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
1. Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan
Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh Skala Kota
2. Konsep dan Strategi Pencegahan dan Peningkatan
Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh Skala Kawasan
BAB VI RENCANA PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN
BERKEMBANGNYA PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH
1. Program Kegiatan Pencegahan
2. Rencana Aksi Program Pencegahan Terhadap
Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh
dan Permukiman Kumuh



BAB VII RENCANA  PENINGKATAN  KUALITAS TERHADAP
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
1. Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas
Permukiman Kumuh
2. Program Peningkatan Kualitas Kawasan Prioritas
3. Rencana Aksi Program Peningkatan Permukiman
Kumuh Skala Kabupaten/Kota dan Skala Kawasan
4. Indikasi Program dan Kegiatan Peningkatan Kualitas
Permukiman Kumuh Kawasan Prioritas
5. Rencana Detail Konsep Desain Kawasan Prioritas
BAB VIII RENCANA PENYEDIAAN TANAH
BAB IX RENCANA INVESTASI
1. Program dan Kegiatan Pencegahan dan Peningkatan
2. Rencana Investasi dan Pembiayaan
BAB X RUMUSAN PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Pasal 5

Dokumen RP2KPKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 6

RP2KPKPK dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. melalui program/kegiatan yang tercantum dalam dokumen
RP2KPKPK pada pendanaan APBD melalui Rencana Kerja
Pemerintah  Daerah, termasuk program/kegiatan yang
membutuhkan sharing pendanaan dari Pemerintah Provinsi,
Pemerintah Pusat, dunia usaha dan masyarakat;

b. dalam hal pelaksanaan program/kegiatan membutuhkan
kontribusi pendanaan dari pemerintah pusat atau bantuan
pinjaman dari luar negeri maka Dinas melalui dana APBD
memastikan bahwa kriteria dan persyaratan lain yang
dibutuhkan harus dipenuhi; dan

c. pelaksanaan program/kegiatan RP2KPKPK dalam rangka
pengentasan kekumuhan harus diukur, dimonitoring dan
dievaluasi setiap tahunnya serta membuat laporan terkait
tingkat kemajuan dalam hal pengurangan jumlah permukiman
hingga mencapai target.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan RP2KPKPK bersumber dari :

APBN;

APBD Provinsi;

APBD Kabupaten; dan

sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 21 Juli 2022

BUPATI LUMAJANG,
ttd.
H. THORIQUL HAQ, M.ML.
Diundangkan di Lumajang

pada tanggal 21 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP.19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2022 NOMOR 45



